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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara prosedur pengurusan mobil ambulan sesuai 

dengan undang undang, Namun undang undang yang mengatur tentang pengurusan kepemilikan mobil ambulan 

secara perseorangan diatur dalam Pergub DKI Jakarta nomor 126 tahun 2016 pelayanan ambulan dan Mobil Jenazah 

kemudian didaerah lain belum memiliki aturan yang jelas. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif maka 

menggunakan penafsiran hukum autentik sistematis dan gramatikal kemudian pengumpulan fakta &ndash fakta 

kemudian dihubungkan dengan literasi yang ada untuk mendapatkan kesimpulan secara umum. Prosedur dalam 

pengurusan izin kepemilikan mobil ambulan secara perseorangan telah terjadi disuatu daerah yang ingin mengurus 

izin kepemilikan mobil ambulan melalu dinas perizinan diajukan untuk ditindak lanjuti di Surabaya kemudian 

dilanjutkan di DKI jakarta hal tersebut bertentangan dengan undang undang sehingga banyak sekali orang yang 

memiliki ambulan tapi tidak mendapatkan izin yang legal.  

Keywords: mobil ambulan, perizinan, perseorangan  

Abstract: This study aims to find out how the procedures for managing ambulance 

cars are in accordance with the law, however the law governing the management of 

individual ambulance car ownership is regulated in DKI Jakarta Governor Regulation 

number 126 of 2016 ambulance services and corpse cars then in other areas do not 

have clear rules. The research method used is normative, so it uses systematic and 

grammatical authentic legal interpretation, then collects facts and then connects them 

with existing literacy to get general conclusions. The procedure for obtaining an 

ambulance car ownership permit individually has occurred in an area that wants to 

apply for an ambulance car ownership permit through the licensing office, which is 

submitted for follow-up in Surabaya and then continued in DKI Jakarta. legal 

permission. 
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Pendahuluan 

Peraturan hukum yang harus ditaati oleh masyarkat ketika ingin merubah kendaaan 

priadinya atau kendaraan yang akan dijadikan sebagai mobiil ambulan. Peraturaan ini 

digunakan sebagai aturan yang harus dipatuhi dan ditaati terhadap undang undang yang 

sudah ditetapka oleh pemerintah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan  izin 

prosedur kepemilikan ambulan daam undang undang yang belaku (Chaudhary, Davis, et 

al., 2019; Ratiu et al., 2021; Todd et al., 2022; Yuan et al., 2022). Syarat standarisasi yang 

diberikan untuk dijadikan Mobil Ambulans diatur dalam Kepmenkes No. 143/Menkes-

kesos/SK/II/2001 tentang standarisasi kendaraan pelayanan medic.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kebutuhan ambulans 

adalah: 1. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran standarisasi 

ambulans, dipengaruhi oleh individu dan yang mempengaruhinya. 2. Faktor eksternal, 

salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran aturan ambulans, terutama 

dilihat  dari luar individu, dan faktor eksternal individu yang menyebabkan aturan hukum 

dilanggar (Adler et al., 2023; Knutsson & Tyrefors, 2022; Li et al., 2019; O’Cathain et al., 2018; 

Voitko et al., 2020). Pemilik ambulans listrik Kabupaten Bantul  tidak boleh melanggar 

aturan hukum dengan cara apa pun. Instansi yang berwenang wajib memberikan sanksi 

kepada semua kendaraan dinas kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku(Oosterwold et al., 2018). 

Dinas terkait hendaknya menjatuhkan hukuman bagi setiap kendaraan pelayanan 

medic yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Pada peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pasal 134 

disebutkan bahwa ambulan merupakan salah satu kendaraan yang menjadi prioritas dan 

harus didahulukan. Hal ini dikarenakan ambulan merupakan kendaraan yang mengangkut 

pasien. Selain itu, ambulan juga merupan kendaraan yang memberikan pertolongan 

pertama dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan, pada Undang-undang lalu lintas dan 

angkutan jalan pasal 135 “Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan 

isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine”. 

Di masa kini banyak sekali warga perseoranan yang mempunyai ambulan sebagai alat 

transpotasi untuk pertolongan dan ada juga yang dijadikan sebagai bisnis (Medicare & 

(CMS), 2016; Johnson & Yu, 2020; Li et al., 2019; Maghfiroh et al., 2018) namun banyak sekali 

dijumpai kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai transpotasi kendaraan ambulan umum, 

akan tetapi mobil kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai Ambulan umum masih banyak 

yang belum memenuhi syarat dan standart mobil ambulan yang sudah ditetapkan leh 

keputusan menteri kesehatan tentang stadarisasi pelayanan medik. pada pasal 29 peraturan 

menteri kesehatan tahun 2013 nomor 70 tentang pelayanan Kesehatan dijelaskan bahwa 

Ambulans merupakan pelayanan kesehatan transpotasi rujukan dengan kondisi tertentu 

antar fasilitas kesehatan disertai dengan menjaga kondisi pasien dan untuk kepentingan 

keselamatan pasien. Namun ambulan perseorangan yang dijadikan untuk bisnis dan untuk 

pertolongan apakah mereka mendapatkan hak prioritas seperti ambulan yang 



Researchjet Journal of Analysis and Inventions Vol: 2, No 4, 2023 3 of 8 

 

 

https://reserachjet.pubmedia.id/ 

mendapatkan surat izin dan surat rujukan (Bailey, 2017; Chaudhary, Troske, et al., 2019; 

Courtemanche et al., 2018; Estep, 2017; Jacobson et al., 2021). Dalam skripsi ini akan dibahas 

mengenai kewenangan kepemilikan mobil ambulan oleh warga sipil untuk mendapatkan 

hak dan keistimewaan dalam lalu lintas.  

Metode 

Penelitian yang diguakan adalah penelitan normatif dengan menggunakan dari 

penelitian undang undang yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif dilakukan 

menggunakan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan hukum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan yang sedang diteliti (Ivannanto, 2017; Marzuki, 2005). Selain itu 

juga dengan cara mempelajari setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lainnya sebagai bahan hukum primer, menelaah buku-buku, jurnal dan juga artikel 

literature sebagai kelengkapan metode penulisan yang dilakukan peneliti. Penelitian ini 

mengacu pada teori hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti oleh 

penulis. 

Pendekatan digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang melalui pendekatan 

perundang undangan serta pendekatan khusus. Pendekatan perundang undangan dan 

regulasi regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. 

Berikut merupakan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mengumpulkan 

data pada penelitian ini, diantaranya ada bahan hukum primer, antara lain: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021  

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu 

lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas 

dan angkutan jalan, kendaraan, penglemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 

b. Permenpan Nomor  41 Tahun 2018 [7] 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian kali ini bersumber dari 

hasil yang digunakan untuk menunjang data primer diantaranya teori teori yang 

menjelaskan mengenai masalah yang ada pada pokok bahasan  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 [8] 

Bahan hukum primer dan sekunder pada penelitian ini juga menggunakan sumber 

data data lain yang menunjang dalam penulisan penelitian ini. 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan yaitu normatif maka menggunakan 

penafsiran hukum autentik sistematis dan gramatikal .kemudian pengumpulan fakta – 

fakta kemudian dihubungkan dengan literasi yang ada untuk mendapatkan kesimpulan 

secara umum. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pada peraturan yang berlaku, mobil ambulan dapat beroperasi melakukan evakuasi 

medis baik ambulan pribadi, ambulan di bawah organisasi badan hukum, maupun 

ambulan dari instansi kesehatan harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Terdapat persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus 
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dipenuhi kepada pihak Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Pada persyaratan 

yang harus dipenuhi terdapat perbedaan antara ambulan perorangan dengan ambulan dari 

suatu instansi atau organisasi berbadan hukum, serta setiap daerah memiliki peraturan 

tersendiri bagi mobil ambulan. 

Di Indonesia sendiri belum ada aturan baku yang mengatur yentng pengurusan izin 

ambuan milik perseorangan, akan tetapi di DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 

120 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah [9]. Secara istimewa 

diatur tentang bagaimana prosedur yang digunakan sesuai dengan aturan dan prosedur 

aturan pengajuan izin kendaraa Ambulan. Sedangkan didaerah lain masih belum ada 

aturan yang mengatur tentang proses izin tersebut. Seperti didaerah disidoarjo dan 

surabaya misalnya, Dalam prakteknya ketika pemilik ambulan pribadi ingin mengajukan 

untuk izin ambulan pribadinya yang ia miliki, ketika mengajukan melalui dinas perizinan 

ditempat maka pengajuan tersebut dilempar atau disarankan untuk mengurus di DKI 

Jakarta yang memiliki aturan tersebut, Praktek dalam hal ini sebenarnya tidak di benarkan 

karena bertentangan dengan hierarki perundang undangan yang statusnya setara. Dalam 

hal ini yang mengakibatkan pemiliki ambulan yang mengajukan proses izin menjadi dilema 

dan memilih untuk tidak mengurus izin mobil ambulannya. Bila ingin mendapatkan izin 

maka tahapan yang dilalui sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dalam Tahapan perizinan tersebut yaitu pihak pemohon harus membuat permohonan 

secara tertulis yang ditujukan kepada pihak BPTSP kemudian juga dilengkapi dengan 

dokumen yang dipersyaratkan. Berikut merupakan daftar dari dokumen peryaratan 

administrasi agar mendapatkan surat izin mobil ambulan: 

1. Surat permohonan yang menyatakan kebenaran dari dokumen yang diserahkan 

dan dilengkapi materai Rp 6000. 

2. Bagi pemohon yang berasal dari perorangan dan dari suatu instansi dibedakan 

dari identitas pemohon sebagai berikut: 

a. Bagi pemohon dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan NPWP. 

b. Apabila pemohon adalah Warga Negara Asing (WNA) maka menyerahkan 

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa dan Paspor. 

c. Jika instansi atau organisasi badan hukum yang mengajukan maka 

menyerahkan akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) Pengesahan yang 

dikeluarkan oleh: 

1.  Kemenkunham apabila Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan 

2.  Kementerian Koperasi apabila berbentuk Koperasi 

3.  Pengadilan Negeri apabila berbentuk CV 

4.  Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang diterbitkan oleh       

Kemenkumham apabila Akta Pendirian mengalami perubahan data. 

5. NPWP yang dimiliki oleh Instansi atau Badan Hukum 

d. Jika pengurusan dilakukan dengan cara dikuasakan: 

1. Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 
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2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang diberi kuasa 

3. Fotokopi izin sarana kesehatan apabila ambulan adalah milik dari instansi 

kesehatan. 

4. Fotokopi Basic Trauma and Cardio Life Support. 

5. Surat Tanda Registrasi (STR) dari perawat minimal 1 orang perawat yang 

dilegalisasikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 

6. Rekomendasi sebagai ambulan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta 

7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)   

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

9. Fotokopi Buku kir kendaraan sebagai ambulans 

10.Proposal teknis yang dilengkapi dengan: 

a. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) pengemudi yang masih berlaku. 

b. Daftar kelengkapan alat yang ada di ambulan. 

c. Pasfoto penanggung jawab ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar. 

Selain dokumen untuk melengkapi syarat administrasi, juga terdapat syarat dokumen 

yang bersifat teknis yang wajib dipenuhi oleh pihak pemohon sebagi berikut: 

1. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang berasal dari Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia. 

2. Sertifikat dari Unit Pelayanan Ambulan. 

Setelah pengajuan permohonan surat izin ambulan tersebut dilengkapi maka pihak 

BPTSP akan memprosesnya dan wajib mengeluarkan surat izin untuk ambulan beroperasi 

paling lambat tujuh hari kerja. Jika telah didapatkan surat izin tersebut maka proses 

selanjutnya pemohon wajib melaporkan ke unit pelayanan ambulan untuk mendapatkan 

stiker yang bertuliskan ambulan kota. 

Berdasarkan alur perizinan yang ada maka dalam pengajuan surat izin mobil ambulan 

pribadi memiliki perbedaan dengan pengajuan dari pihak instansi yang dapat dibedakan 

pada dokumen identitas pemohon. Sedangkan untuk lebih lanjut, dokumen yang 

dipersyaratkan sama yaitu dengan tetap harus terdapat sopir ambulan yang berlisensi 

khusus, peralatan medis, dan juga terdapat satu perawat yang memiliki STR yang harus 

terdapat untuk melengkapi mobil ambulan pada saat melakukan evakuasi medis. 

 

Mobil Ambulan Pribadi di Jalan Raya 

Mobil ambulan yang telah dilengkapi dengan surat izin yang legal maka memiliki hak 

istimewa dijalan raya ketika dalam melakukan evakuasi medis, yang mana hak yang 

didapatkan sama dengan mobil ambulan yang berasal dari instansi medis (rumah sakit) 

atau organisasi berbadan hukum lainya. Peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2009 pasal 134 [10] yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendaraan 

yang memiliki hak prioritas di jalan Ketika sedang menjalankan tugasnya, yaitu:  

1. Mobil pemadam kebakarang yang sedang bertugas. 

2. Ambulan yang bertugas untuk membawa pasien. 
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3. Mobil yang melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.  

4. Kendaraan Lembaga Negara Republik Indonesia.   

5. Kendaraan tamu negara seperti pimpinan atau pejabat negara asing. 

6. Pengantar jenazah dan romongan iring-iringan.  

7. Petugas kepolisian yang mengawal konvoi dan kendaraan yang memiliki 

kepentingan. 

Berdasarkan peraturan diatas jelas disebutkan bahwa mobil ambulan menjadi salah 

satu kendaraannya yang mendapat keistimewaan di jalan raya. Kemudian hak-hak 

istimewa tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 135 [10] 

yang menjelaskan bahwa:  

1. Mobil ambulan memiliki hak istimewa dengan diperbolehkannya kendaraan ini 

dikawal Ketika sedang beroprasi di jalan raya agar mendapatkan akses jalan yang 

lebih cepat yang dapat ditandai dengan membunyikan sirine atau lampu berwarna 

merah dan biru. 

2. Petugas Kepolisian merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan 

pengawalan di jalan raya bagi mobil ambulan yang sedang bertugas. 

3. Adanya lampu lalu lintas tidak akan berlaku bagi mobil ambulan yang sedang 

melakukan evakuasi medis. 

       Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa mobil ambulan pribadi yang legalitas 

hukumnya telah didapatkan akan secara langsung mendapatkan hak-hak istimewa seperti 

yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 135 tanpa adanya pembeda 

antara mobil ambulan dari instansi maupun perorangan [10]. 

 

Simpulan 

Dalam pengurusan izin kepemiklikan ambuan secara perseorangan diatur dalam 

Pergub nomor 126 tahun 2016 Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah kemudian didaerah 

wilayah lain belum memiliki aturan baku yang mengatur secara jelas. Dalam praktek 

disuatu daerah dalam izin kepemilikan ambulan melalui dinas perizinan diajukan untuk 

ditindak lanjuti di surabaya dan kemudian meneruskan di DKI jakarta maka dari itu hal 

tersebut bertentangan dengan undang undang. Sehingga banyak sekali orang yang 

memiliki ambulan tapi tidak mendapatkan izin yang legal. Mobil ambulan pribadi yang 

telah memenuhi syarat dapat beroperasi dan memiliki keistimewaan yang sama dengan 

mobil ambulan yang lain karena didalam mobil Ambulan mengangkut pasien. Mobil 

ambulan mendapatkan hak prioritas di jalan raya yaitu berupa kemudahan akses dan 

pengawalan oleh pihak kepolisian. 
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